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PERJANJIAN KINERJA 

TAHUN 2026 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akunta

bel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : JIMMY ALRAN MANUMPAK SIMBOLON, S.E., M.Si. 

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan  

      Permukiman Kabupaten Bantul 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : Bupati Bantul  

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampi

ran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti y

ang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapa

ian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperluka

n dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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LAMPIRAN 1 

TABEL KINERJA 

TAHUN 2026 

 

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Jabatan : Kepala Dinas 

Tahun Anggaran : 2026 

No Tujuan/Sasaran 
Indikator Kiner

ja 
Satuan 

Target Ta

hunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Meningkatkan penge

ntasan Kawasan kum

uh dan pemerataan 

infrastruktur anta

r wilayah 

Persentase Kawa

san kumuh yang 

ditangani 

Persen 14,79 I 14,79 

II 14,79 

III 14,79 

IV 14,79* 
 

  Indeks Pemerata

an Infrastruktu

r 

Indeks 0,8622 I 0,8622 

II 0,8622 

III 0,8622 

IV 0,8622* 

1.1 Meningkatnya kuali

tas sarana dan pra

sarana di kawasan 

kumuh 

Rumah tangga de

ngan akses sani

tasi aman 

Persen 25,78 I 25,78 

II 25,78 

III 25,78 

IV 25,78* 

Rumah Tangga de

ngan Akses Huni

an Layak, Terja

ngkau dan Berke

lanjutan 

Persen 99,14 I 99,14 

II 99,14 

III 99,14 

IV 99,14 

Akses Rumah 

Tangga 

Perkotaan 

terhadap Air 

Siap Minum 

Perpipaan 

Persen 81 I 81 

II 81 

III 81 

IV 81* 

1.2 Meningkatkan akses 

masyarakat terhada

p infrastruktur be

rkualitas 

Indeks Peningka

tan Infrastrukt

ur Wilayah 

Indeks 1,86 I 1,86 

II 1,86 

III 1,86 

IV 1,86* 

 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Keterangan: 

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 
 
 

No Nama Program Anggaran 

1.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daera

h Kabupaten/Kota 

Rp.   17.620.859.088,72 

2.  Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Rp.   17.477.023.476 

3.  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

Rp.     2.768.363.000 

4.  Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan 

Persampahan Regional 

Rp.          29.530.000 

5.  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Air Limbah 

Rp.     8.820.984.089 

6.  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Drainase 

Rp.     2.564.458.800 

7.  Program Penataan Bangunan Gedung Rp.     2.276.806.000 

8.  Program Penyelenggaraan Jalan Rp.   60.203.132.902 

9.  Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rp.        970.845.660 

10.  Program Pengembangan Perumahan Rp.     3.793.441.632 

11.  Program Kawasan Permukiman Rp.     1.501.247.300 

12.  Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Ku

muh 

Rp.     1.530.000.000 

13.  Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan U

tilitas Umum (PSU) 

Rp.     8.330.741.450 

14.  Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyak

arta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) 

Rp.   20.730.000.000 

 Jumlah Anggaran Rp. 148.617.433.397,72 

 

 

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 

 

 

 

PIHAK KEDUA 

BUPATI BANTUL 

 

 

 

 

 

H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Bantul, 7 Januari 2026 

PIHAK PERTAMA 

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN K

AWASAN PERMUKIMAN 

 

 

 

 

JIMMY ALRAN M. SIMBOLON, S.E., M.Si. 

NIP. 19790612 200212 1 002 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA 
TAHUN 2026 

 

 

Uraian Tujuan : 

“Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilaya

h” 

Yang dimaksud dalam tujuan kinerja ini adalah Mewujudkan permukiman yang layak hun

i dan berkelanjutan melalui pengurangan kawasan kumuh, sekaligus memastikan pemban

gunan infrastruktur dasar dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah, gun

a mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN). Undang-Undang ini mengatur mekanisme perencanaan pembangun

an nasional, yang salah satunya meliputi penyusunan rencana pembangunan infr

astruktur dan sarana prasarana publik yang mendukung kebutuhan masyarakat.  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur 

kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sarana da

n prasarana publik di tingkat lokal, termasuk kewajiban untuk menyediakan in

frastruktur yang memadai untuk masyarakat.  

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organ

isasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. 

 

Indikator Tujuan : 

Tujuan kinerja ini memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan 

secara langsung ketercapaian/kondisi tujuan kinerja yang akan diwujudkan, yaitu: 

No. Indikator Kiner

ja 

Relevansi Formulasi Sumber Dat

a 

1 Persentase kawas

an kumuh yang di

tangani 

Indikator Persentase Kawasa

n Kumuh yang Ditangani rele

van dalam meningkatkan peng

entasan kawasan kumuh karen

a secara langsung mengukur 

tingkat keberhasilan penang

anan kawasan kumuh melalui 

intervensi peningkatan kual

itas permukiman dan infrast

ruktur dasar, serta mencerm

inkan efektivitas, jangkaua

n, dan pemerataan penangana

n kawasan kumuh di wilayah 

daerah.  

Jumlah luasan kaw

asan kumuh yang d

itangani sampai d

engan tahun n dib

agi dengan total 

luasan kawasan ku

muh dikali 100% 

DPUPKP 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
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No. Indikator Kiner

ja 

Relevansi Formulasi Sumber Dat

a 

2 Indeks Pemerataa

n Infrastruktur 

Indeks Pemerataan Infrastru

ktur relevan dalam mengukur 

pemerataan infrastruktur an

tar wilayah karena mampu me

nggambarkan tingkat kesenja

ngan layanan infrastruktur 

secara komprehensif, mencer

minkan capaian outcome pemb

angunan, serta menjadi dasa

r perencanaan dan pengambil

an kebijakan yang berkeadil

an antar wilayah.  

(Koefisien Varias

i Kondisi Jalan K

abupaten Yang Bai

k + Koefisien Var

iasi Akses Air Mi

num Aman + Koefis

ien Variasi Akses 

Air Limbah Domest

ik Aman + Koefisi

en Variasi Kondis

i Saluran Irigasi 

+ Koefisien Varia

si PBG-SLF)/5 

DPUPKP 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan bes

aran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Target Penjelasan 

Persentase kawasan 

kumuh yang ditanga

ni 

14,79 % Target ini ditetapkan berdasarkan atas Keputusan 

Bupati Bantul Nomor 537 Tahun 2024 tentang Peneta

pan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh d

i Kabupaten Bantul 
 

Indeks Pemerataan 

Infrastruktur 

0,8622 Target tersebut sesuai dengan dokumen Rencana Str

ategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasa

n Permukiman periode Tahun 2025-2030. 
 

Capaian Indeks Pemerataan Infrastruktur Wilayah p

ada tahun 2024 belum ada karena merupakan indikat

or baru yang indikator yang mengukur tingkat peme

rataan dan kesenjangan pembangunan infrastruktur 

dasar antar wilayah guna mewujudkan keadilan dan 

keseimbangan pembangunan daerah. 

Uraian Sasaran 1 : 

“Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh” 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah untuk mewujudkan lingkungan permuki

man yang lebih layak huni dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas sarana dan prasa

rana di kawasan kumuh bukan hanya untuk memenuhi standar fisik, tetapi juga untuk m

eningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar, akse

sibilitas, serta lingkungan sehat dan layak huni. Hal ini didukung oleh regulasi n

asional maupun daerah, serta menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah daera

h untuk menurunkan luas kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyar

akat.  

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah : 

● Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Undang-Undang ini mengatur mekanisme peren
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canaan pembangunan nasional, yang salah satunya meliputi penyusunan rencana 

pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang mendukung kebutuh

an masyarakat.  

● Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan d

an Kawasan Permukiman yang mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan pe

rmukiman secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.  

● Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organ

isasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul 
 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) buah indikator kinerja yang akan menggambark

an secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, anta

ra lain: 

No Uraian Relevansi Formulasi 
Sumber Dat

a 

1 Rumah tang

ga dengan 

akses sani

tasi aman 

 

Indikator Rumah Tangga dengan 

Akses Sanitasi Aman relevan da

lam mengukur meningkatnya kual

itas sarana dan prasarana di k

awasan kumuh karena sanitasi m

erupakan infrastruktur dasar y

ang secara langsung memengaruh

i kondisi lingkungan, kesehata

n masyarakat, dan tingkat keku

muhan kawasan permukiman.  
 

Jumlah rumah ta

ngga yang memil

iki akses terha

dap SPALD-T dit

ambah Jumlah ru

mah tangga deng

an akses terhad

ap tangki septi

c dan limbah di

olah dalam inst

alasi pengolaha

n lumpur tinja 

(IPLT) dibagi d

engan jumlah to

tal  rumah tang

ga kali 100 

DPUPKP 

2 Rumah Tang

ga dengan 

Akses Huni

an Layak, 

Terjangkau 

dan Berkel

anjutan 

Indikator Rumah Tangga dengan 

Akses Hunian Layak, Terjangkau

, dan Berkelanjutan relevan da

lam mengukur meningkatnya kual

itas sarana dan prasarana di k

awasan kumuh karena hunian lay

ak merupakan elemen utama perm

ukiman yang mencerminkan perba

ikan fisik bangunan, ketersedi

aan prasarana dasar, serta pen

urunan tingkat kekumuhan kawas

an secara berkelanjutan. 

 

 

Jumlah rumah ta

ngga hunian lay

ak, terjangkau, 

Berkelanjutan d

ibagi dengan ju

mlah total  rum

ah tangga kali 

100 

DPUPKP 
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No Uraian Relevansi Formulasi 
Sumber Dat

a 

3 Akses Ruma

h Tangga P

erkotaan t

erhadap Ai

r Siap Min

um Perpipa

an 

Indikator Akses Rumah Tangga P

erkotaan terhadap Air Siap Min

um Perpipaan relevan dalam men

gukur meningkatnya kualitas sa

rana dan prasarana di kawasan 

kumuh karena air minum perpipa

an merupakan prasarana dasar y

ang secara langsung memperbaik

i kondisi lingkungan permukima

n, menurunkan tingkat kekumuha

n, serta meningkatkan kesehata

n dan kualitas hidup masyaraka

t. 

 

Jumlah rumah ta

ngga perkotaan 

yang memiliki a

kses terhadap a

ir siap minum p

erpipaan dengan 

jumlah total  r

umah tangga sel

uruhnya di perk

otaan (Kota Adm

inistratif Kabu

paten) kali 100 

DPUPKP 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran ta

rget kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja 

Target Penjelasan 

Rumah tangga de

ngan akses sani

tasi aman 

25,78% Target tersebut sesuai dengan dokumen Rencana S

trategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Ka

wasan Permukiman periode Tahun 2025-2030. 

Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman 

pada tahun 2024 sebesar 25,25%. Target telah me

ningkat dari capaian 2024.  
 

Rumah Tangga de

ngan Akses Huni

an Layak, Terja

ngkau dan Berke

lanjutan 

99,14% Target tersebut sesuai dengan dokumen Rencana S

trategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Ka

wasan Permukiman periode Tahun 2025-2030.  

Baseline realisasi pada tahun 2024 sama dengan t

arget pada tahun 2025 dengan pertimbangan posis

i capaian sudah mendekati angka maksimum, yang s

ecara praktis hampir seluruh rumah tangga di Ka

bupaten Bantul telah memiliki akses hunian laya

k, terjangkau, dan berkelanjutan.  

Target indikator 99,09% pada tahun 2024 dan 202

5 menggambarkan bahwa Kabupaten Bantul sudah be

rada pada tahap pemantapan dan pemeliharaan cap

aian, bukan lagi pada tahap peningkatan drastis

. 
 

Akses Rumah Tan

gga Perkotaan t

81% Target tersebut sesuai dengan dokumen Rencana S

trategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Ka

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
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erhadap Air Sia

p Minum Perpipa

an 

wasan Permukiman periode Tahun 2025-2030.  

Karena Kabupaten/Kota belum memiliki akses air s

iap minum perpipaan maka indikator ini mengguna

kan pendekatan Akses Rumah Tangga Perkotaan ter

hadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%). Perhit

ungan hanya dilakukan di kota administrasi yait

u Kapanewon Bantul. Realisasi pada tahun 2024 a

dalah 78,54%. Target tahun 2025 telah meningkat 

dari tahun 2024. 
 

  Uraian Sasaran 2 : 

“Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas” 

 
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya daerah dalam memperbaiki, men

ingkatkan kondisi dan mengembangkan fasilitas serta infrastruktur yang digunakan o

leh masyarakat umum sesuai dengan yang menjadi kewenangannya. Dasar hukum dalam me

ncapai kinerja adalah : 

● Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Undang-Undang ini mengatur mekanisme peren

canaan pembangunan nasional, yang salah satunya meliputi penyusunan rencana 

pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang mendukung kebutuh

an masyarakat.  

● Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur 

kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sarana da

n prasarana publik di tingkat lokal, termasuk kewajiban untuk menyediakan in

frastruktur yang memadai untuk masyarakat.  

● Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organ

isasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul 
 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan seca

ra langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Indeks 

Peningk

atan In

frastru

ktur Wi

layah 

Mengukur sejauh mana pembangun

an dan perbaikan infrastruktur 

di Kabupaten Bantul mampu meni

ngkatkan aksesibilitas, konekt

ivitas, serta kualitas pelayan

an dasar masyarakat. Di Kabupa

ten Bantul, IPI berfungsi seba

gai tolok ukur keberhasilan pe

mbangunan infrastruktur yang b

erorientasi pada kebutuhan mas

yarakat dan penguatan daya sai

(Pertumbuhan Ko

ndisi Jalan Kab

upaten yang Man

tap + Pertumbuh

an Kondisi Akse

s Air Minum Ama

n + Pertumbuhan 

Kondisi Akses A

ir Limbah Domes

tik Aman + Pert

umbuhan Kondisi 

DPUPKP 
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ng wilayah. Saluran Irigasi 

+ Pertumbuhan P

BG-SLF) / 5 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran ta

rget kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 Indikator 

Kinerja 

Target Penjelasan 

Indeks Penin

gkatan Infra

struktur Wil

ayah 

1,86 Target tersebut sesuai dengan dokumen Rencana S

trategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan K

awasan Permukiman periode Tahun 2025-2030. Cap

aian Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah p

ada tahun 2024 belum ada karena merupakan indi

kator baru yang mengukur tingkat perkembangan, 

kualitas, dan keterjangkauan infrastruktur wil

ayah secara menyeluruh. Indeks ini merefleksik

an ketersediaan, aksesibilitas, dan kebermanfa

atan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, per

umahan, air minum, sanitasi, drainase, dan inf

rastruktur pendukung lainnya). 
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



PERJANJIAN
KINERJA

Tahun 2026

-- SEKRETARIAT --















































PERJANJIAN
KINERJA

Tahun 2026

-- BIDANG SUMBER DAYA AIR --













































PERJANJIAN
KINERJA

Tahun 2026
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